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MOTTO 

“Hidup tidak tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar berjalan di bawah 

hujan.” Tere Liye – Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh ketulusan kepada Allah SWT, karya ilmiah ini disusun sebagai 

wujud dari rangkaian proses akademik yang panjang dan menantang. Seluruh 

tahapan yang dilalui tidak hanya menuntut ketekunan, tetapi juga menghadirkan 

berbagai pengalaman bermakna yang memberikan pembelajaran berharga bagi 

penulis. 

Kedua Orang Tua 

Sebagai wujud bakti, hormat, dan sembah sujud yang setinggi-tingginya, karya 

ilmiah ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Samsiah Dan 

ZamZami, yang dengan penuh keikhlasan telah melahirkan, merawat, 

membimbing, serta mendidik penulis sejak masa kanak-kanak hingga mampu 

menempuh pendidikan tinggi. Segala pengorbanan, cucuran keringat, serta doa 

yang senantiasa terpanjatkan dalam diam menjadi kekuatan utama dalam setiap 

proses perjuangan yang penulis lalui. Tiada ungkapan yang mampu 

menggambarkan besarnya jasa dan kasih sayang Ayahanda dan Ibunda. Setiap 

nasihat, dukungan, dan pengharapan yang diberikan merupakan fondasi moral dan 

spiritual yang mengantarkan penulis hingga pada tahap penyelesaian karya ini. 
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Penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT agar setiap pengorbanan tersebut 

dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. 

Kedua Adik 

Kepada Neelam Fildzah dan Zoeline Fathna saudaraku tersayang, yang dengan 

caranya masing-masing selalu hadir memberikan semangat, perhatian, dan 

dukungan emosional. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak 

pernah berjalan sendiri dalam menghadapi proses dan tekanan selama penyusunan 

karya ilmiah ini. 

Kekasih 

Kepada Bagus Eko Sulistiyo, yang dengan kesabaran dan keluasan hati senantiasa 

hadir sebagai tempat berbagi lelah, resah, dan segala kegundahan dalam perjalanan 

Panjang ini. Dukungan emosional, pengertian, serta kehadiran yang konsisten 

menjadi sumber kekuatan tersendiri di Tengah proses yang kerapkali tidak 

mudahdan oenuh ujian. Terima kasih telah memilih untuk bertahan, menemani 

tanpa banyak tuntutan, serta menjadi pengingat yang menenangkan untuk tetap 

percaya pada proses, menjaga ketenangan, dan tidak menyerah dalam keadaan 

apapun. Kehadiranmu memberi makna bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendiri, 

melainkan bersama, dengan keyakinan dan harapan yang terus dipelihara. 

Kedua Sahabat 

Kepada sahabat-sahabat Penulis Vidia Annisa Dan Nurul Faizah, yang 

kehadirannya tidak hanya mengisi ruang diskusi akademik, tetapi juga ruang 

emosional selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam hari-hari yang dipenuhi 
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kebuntuan berpikir, revisi yang berulang, dan kelelahan yang sering kali tidak 

terucap, kalian hadir sebagai tempat berbagi keluh, tawa, dan harapan. Diskusi-

diskusi panjang, perdebatan kecil, serta kebersamaan dalam tekanan yang sama 

telah menjadikan proses ini tidak sekadar tentang menyelesaikan kewajiban 

akademik, melainkan juga tentang belajar memahami satu sama lain. 
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RINGKASAN 

Rabiatul Adawiyah. Desember 2025. IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN  

PRESIDENTIAL THRESHOLD. Skripsi, Program Sarjana Program Studi 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. 

Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 

 Presidential threshold adalah ambang batas pencalonan presiden yang 

mengharuskan partai atau koalisi memenuhi persentase tertentu dari suara sah 

nasional atau kursi legislatif untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil 

presiden. Ketentuan ini bertujuan menyaring calon dengan dukungan politik 

memadai. Namun, melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 

2025, presidential threshold dinyatakan tidak berlaku.Penghapusan ketentuan 

tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan konstitusional, antara lain karena 

dinilai membatasi ruang partisipasi politik warga negara, mempersempit alternatif 

pilihan bagi publik, mendorong praktik politik transaksional, serta bertentangan 

dengan prinsip persamaan hak dalam proses pencalonan kepemimpinan nasional. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

karakter doktrinal, yang berfokus pada pengkajian dan penelaahan secara sistematis 

terhadap norma hukum serta keterkaitan antar ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sejalan dengan karakteristik penelitian hukum tersebut, penelitian ini 

bersifat preskriptif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan “statute 

approach” dan pendekatan konseptual “conceptual approach”. Dalam mengkaji 

permasalahan hukum yang diangkat, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Teknik pengumpulan 

bahan hukum dilakukan melalui tahapan penelusuran, inventarisasi, dan klasifikasi 

terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. 

 Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya penegasan 

kembali terhadap pentingnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan presiden 

secara langsung. Ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 

222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinilai berpotensi menghambat hak rakyat untuk 

memperoleh lebih banyak alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Pembatasan ini membuat hanya partai politik dengan perolehan suara besar yang 

memiliki kesempatan untuk mengusung calon, sehingga prinsip keterwakilan 

rakyat menjadi terbatas. Mahkamah menilai bahwa kondisi tersebut dapat 

menggeser makna hakiki Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang pada 

dasarnya menjamin pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara 

langsung oleh rakyat. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilu 

seharusnya menjadi sarana untuk memperluas partisipasi rakyat, bukan justru 

membatasi ruang politik dengan ambang batas yang tidak proporsional. Selain itu, 

penggunaan hasil Pemilu DPR sebelumnya sebagai dasar pengusulan pasangan 

calon juga dipandang tidak adil, karena mengabaikan hak konstitusional partai 

politik peserta pemilu, termasuk partai baru. Pertimbangan Mahkamah ini 

menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak hanya bertentangan dengan prinsip 

kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar asas moralitas, rasionalitas, dan keadilan. 
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Oleh karena itu, penerapan presidential threshold perlu dikaji ulang agar selaras 

dengan nilai-nilai konstitusional serta semangat demokrasi yang menempatkan 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Penghapusan presidential threshold akan menimbulkan implikasi hukum yang luas 

dan fundamental bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, presidential 

threshold bukan sekadar aturan teknis pemilu, melainkan instrumen hukum yang 

secara langsung memengaruhi konfigurasi politik, sistem pencalonan presiden, dan 

relasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, konsekuensi yang muncul akibat 

penghapusannya tidak dapat dipahami hanya dari aspek kepraktisan politik, tetapi 

harus dianalisis secara komprehensif dari sudut konstitusi, peraturan perundang-

undangan, desain sistem pemerintahan, efektivitas pemilu, dan mekanisme checks 

and balances.  

Rabiatul Adawiyah. Desember 2025. IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN  

PRESIDENTIAL THRESHOLD. Skripsi, Program Sarjana Program Studi 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. 

Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji signifikansi serta konsekuensi yuridis dari penghapusan 

presidential threshold di Indonesia setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Kajian ini diarahkan untuk menelaah sejauh 

mana penghapusan ambang batas pencalonan tersebut berperan dalam memperkuat 

prinsip kedaulatan rakyat serta mendorong terwujudnya sistem demokrasi yang 

lebih terbuka melalui perluasan peluang bagi partai politik dengan perolehan suara 

terbatas untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan 

menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual, temuan penelitian menunjukkan bahwa 

penghapusan presidential threshold memiliki urgensi konstitusional dalam rangka 

menjamin pemenuhan hak politik warga negara serta meminimalkan dominasi 

kekuatan politik tertentu, ia membawa implikasi hukum yang signifikan. Implikasi 

tersebut meliputi potensi fragmentasi politik, risiko instabilitas pemerintahan akibat 

lemahnya dukungan parlemen bagi presiden terpilih, serta kebutuhan mendesak 

akan regulasi teknis baru untuk mengatur mekanisme pencalonan agar tidak 

menimbulkan kekosongan norma atau kekacauan politik.  

Kata kunci (keywords): Pemilihan Presiden, Penghapusan, Presidential Threshold 
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